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Menteri tentang Penyesuaian Pem-

belajaran di Sekolah Saat Masa Pandemi

memang memperbolehkan sekolah yang

sudah siap untuk menyelenggarakan

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap

muka tahun 2021. Namun, keputusan

akhirnya tetap diserahkan kepada tiap-

tiap pemerintah daerah. Pertanyaannya,

siapkah kita kembali belajar luring?

Di kalangan masyarakat terjadi pro-

kontra terkait rencana pembelajaran ta-

tap muka atau luring. Pihak pro melihat

bahwa pembelajaran nontatap muka

atau daring dianggap melelahkan bagi

guru dan siswa. Sementara itu, pihak

kontra memandang bahwa pembela-

jaran daring menjadi jalan terbaik bagi

antisipasi atas penyebaran virus korona

berupa klaster sekolah. 

DIY

Terkait itu, pihak Pemda DIY belum

memberikan lampu hijau atas rencana

pembelajaran tatap muka. Katanya,

akan melakukan kajian bersama lebih

dulu (KR, 28/11). Langkah yang patut di-

apresiasi dan diberikan usul agar kajian

secara komprehensif dilakukan banyak

pihak. Di antaranya, para siswa, guru,

kepala sekolah, orang tua, akademisi,

tokoh masyarakat, tokoh agama, dokter

dan tenaga kesehatan, hingga kepala

daerah.

Ada beberapa pertimbangan.  Per-

tama, para siswa agaknya mengalami

kebosanan dalam belajar daring. Dari se-

gi waktu, belajar daring memang efektif.

Tapi, dari segi manajemen pembelajaran,

belajar daring sungguh melelahkan.

Ditambah lagi kondisi beban ekonomi

terkait penggunaan pulsa. Untung ada

pemberian  kuota internet per bulan dari

Kemendikbud, sehingga mengurangi be-

ban ekonomi tadi.

Kedua, para guru dan orang tua meng-

alami kerepotan yang luar biasa. Di satu

sisi, para guru yang memiliki anak-anak

yang sedang bersekolah harus berperan

ganda: sebagai guru di sekolah dan di ru-

mah. Di sisi lain, para orang tua yang be-

kerja di luar rumah harus mendampingi

anak-anak saat belajar daring. Ada orang

tua yang sabar; ada pula orang tua yang

tidak sabar sehingga mengalami stres

dan darah tinggi (darting) di rumah.

Ketiga, para kepala sekolah perlu me-

nerapkan aturan protokol kesehatan se-

cara ketat. Para siswa yang akan belajar

di sekolah harus dicek suhu tubuhnya

dulu, kemudian mereka wajib memakai

masker dan menghindari kerumunan.

Soal kerumunan itu yang agak sulit di-

antisipasi karena umumnya siswa-siswa

ingin ngobrol secara berkelompok. Di sini

para kepala sekolah dituntut untuk beri-

novasi dalam pembelajaran tatap muka

jika rencana itu disetujui pada Januari

2021.

Dokter

Keempat, terkait butir se-

belumnya, masyarakat di

sekitar sekolah harus pro-

aktif dalam menerapkan

aturan protokol kesehatan.

Apabila menjumpai siswa

atau guru yang tidak me-

makai masker, wajib di-

ingatkan masyarakat. Apa-

bila menjumpai siswa ber-

kerumunan di tepi jalan

atau warung, wajib pula di-

ingatkan oleh pihak masya-

rakat. Dengan cara begitu,

saya yakin, siswa dan seko-

lah dapat terhindar dari

penyebaran virus Covid-19.

Kelima, pihak sekolah da-

pat mengundang dokter atau tenaga ke-

sehatan untuk memberikan penyuluhan

secara daring. Lewat penyuluhan itu, pi-

hak sekolah dapat mengetahui gejala-ge-

jala awal tubuh terserang virus Covid-19

dan proses penyembuhannya. Penge-

tahuan itu sangat penting, mengingat

belum semua siswa dan guru memahami

akan penyebaran virus Covid-19 dan

penanggulangannya secara benar.

Semoga saja  masukan di atas dapat

menjadi bahan renungan bagi kita se-

mua, termasuk Pemda DIY, terkait ren-

cana pembelajaran tatap muka pada ta-

hun depan. Yang terpenting, para siswa

selalu sehat dan semangat dalam belajar,

baik daring maupun luring. Demikian

halnya dengan para guru. Di atas semua

itu, kita tetap berdoa agar Indonesia

segera pulih dari masa pandemi dan

kembali ke kehidupan normal seperti du-

lu.  ❑

*) Sudaryanto, MPd,Dosen PBSI

FKIP UAD; Mahasiswa S-3 IPB UNY.
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Sudaryanto
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Seka DIY mengingatkan bahwa penyadaran

protokol kesehatan harus lebih gencar.

-- Tambah gencar.

***

Sejumlah destinasi di DIY sudah ter-

verivikasi sehingga aman dikunjungi.

-- Juga nyaman.

***

Untuk penanganan Covid-19, Baznas Kota

Yogya sudah distribuksikan Rp 3,5 miliar.

-- Catat itu.

ÕBersama Bangkitkan JogjaÕ

Peluang Baru Pariwisata
PANDEMI Covid-19 telah ber-

dampak pada berbagai sendi

kehidupan. Covid-19 kini masih

menjadi tantangan terbesar bagi

seluruh masyarakat. Yaitu adanya

keterbatasan dalam melakukan

pergerakan di berbagai bidang un-

tuk aktivitas sehari-hari.

Saat ini pariwisata menjadi salah

satu sektor yang terkena dampak

krisis pandemi Covid-19. Muncul-

nya istilah adaptasi kebiasaan baru

yang menegaskan bahwa masya-

rakat harus berkompromi dan hidup

berdampingan dengan Covid-19.

Ini merupakan wajah baru khusus-

nya dalam industri pariwisata.

Dalam era ini pariwisata  sudah

membuka peluang baru dan ber-

transformasi untuk bangkit dari

pandemi. Esensinya pariwisata

harus dapat mengubah konsep

lama agar dapat menampilkan pari-

wisata baru untuk penyesuaian di

masa pandemi.

Memang saat ini pariwisata

sedang berusaha untuk memulih-

kan keadaan. Banyak sekali yang

turut aktif membantu pariwisata

mulai dari pemerintah hingga

masyarakat . Tak lain tujuannya

adalah untuk bisa bangkit dari

kelemahan perekonomian yang

merugikan sektor pariwisata.

Tahapan transformasi pariwisata

ini menekankan protokol pada kon-

sep kebersihan, kesehatan dan ke-

selamatan (Cleanliness, Health,

and Safety /CHS). Dimulai dari sim-

ulasi, sosialisasi dan publikasi

kepada publik serta dilakukannya

uji coba sebagai tatanan adaptasi

kebiasaan baru yang kini menjadi

peluang baru industri pariwisata.

Selain itu juga penyediaan tem-

pat cuci tangan bagi wisatawan.

Peraturan yang ketat tentang peng-

gunaan masker. Dan menjaga

jarak dengan pengunjung lain san-

gatlah perlu digalakkan dengan

tegas dan sesuai protokol kesehat-

an menurut standar WHO.

Dalam hal ini industri pariwisata

harus dapat mempersiapkan de-

ngan matang transformasi per-

ubahan yang ada. Agar dapat men-

gurangi kemungkinan terjadinya

penularan Covid 19 di arena wisa-

ta.

Pentingnya komitmen dalam

transformasi pariwisata ini adalah

hal yang utama. Karena transfor-

masi ini akan menjadi acuan untuk

melihat peluang baru dari keberlan-

jutan pariwisata untuk kedepannya.

Dalam penerapannya perubahan

yang ada pada sektor pariwisata

justru akan membuat para wisa-

tawan menjadi lebih penasaran dan

ingin mencoba sesuatu yang baru.

Inovasi para pelaku wisata saat

ini sangat dibutuhkan mengingat

pandemi belum juga berakhir.

Sehingga menyajikan transformasi

pariwisata secara aman dengan

kesesuaian pandemi akan ada

preferensi wisatawan atau masya-

rakat yang searah dengan tercip-

tanya peluang baru di industri pari-

wisata.

Transformasi ini harus dapat

dipertahankan. Pelaku wisata

memperhatikan dengan jeli setiap

perubahan yang terjadi, sehingga

terciptalah dampak-dampak yang

tidak hanya berfokus pada pelaku

wisata, namun juga masyarakat se-

kitar.

Mutiara Maulid, Purnaningtyas

Mahasiswa UGM.

BANK BPD DIY pada 1-15 De-

sember ini mengelar program ak-

tivasi sebagai rangkaian kegiatan

HUT ke-59 Bank BPD DIY yang

bertema ÔMerdekakan Transak-

simu Bangkitkan UsahamuÕ.

Dalam kegiatan yang diseleng-

garakan melalui kerja sama de-

ngan Kedaulatan Rakyat ini, 250

UMKM mengadakan diskon mena-

rik dengan tema ÔBersama Bang-

kitkan JogjaÕ.

Menurut Direktur Utama PT Bank

BPD DIY, Santoso Rohmat, pro-

gram ini ditargetkan bisa meman-

faatkan layanan pembayaran non-

tunai QRIS Ultimate Automated

Transaction (QUAT) Bank BPD

DIY. Selain meningkatkan daya beli

UMKM, layanan QUAT menjadi so-

lusi bertransaksi di tengah masa

pandemi Covid-19, yakni transaksi

secara digital, tidak harus langsung

memegang uang.

Peluncuran program tersebut

merupakan bagian dari komitmen

Bank BPD DIY dalam meningkat-

kan potensi ekonomi dan mengop-

timalkan perputaran transaksi serta

penempatan dana daerah. Strategi

itu diambil sejalan dengan visi dan

misi pemerintah daerah, yaitu un-

tuk memajukan UMKM, karena

sektor ini menjadi salah satu ke-

kuatan utama perekonomian di

DIY. Dengan membangkitkan

UMKM, secara otomatis akan

menggerakkan perekonomian dae-

rah yang sekitar sembilan bulan ini

terdampak pandemi Covid-19.

Kalau dicermati, program Bank

BPD DIY ini sejalan dengan tekad

Gubernur DIY Sri Sultan Ha-

mengku Buwono X yang diungkap-

kan akhir Oktober lalu, bahwa

Pemda DIY ingin meningkatkan ke-

las UMKM agar punya ruang di

kawasan Malioboro, yang meru-

pakan salah satu ikon kepariwisa-

taan di DIY. Hal itu dilakukan kare-

na produk-produk UMKM di DIY

dinilai sangat bagus dan variatif.

Untuk itu, Pemda DIY membeli

Hotel Mutiara yang masuk ka-

wasan Sumbu Filosofis, selanjut-

nya akan dimanfaatkan sebagai

Sentra UMKM.

Terkait hal itu, Wakil Ketua

Umum Kamar Dagang dan Industri

Indonesia (Kadin) DIY Bidang

Perdagangan Luar Negeri, Wawan

Harmawan saat itu minta agar pe-

manfaatan Sentra UMKM di

Malioboro dikaji lebih detil, dengan

konsep mempromosikan produk-

produk UMKM DIY yang berkuali-

tas dan berciri khas DIY. Dengan

demikian diharapkan, produk

UMKM yang ditampilkan benar-be-

nar produk unggulan dan berkuali-

tas.

Berbagai upaya yang dilakukan

Pemda DIY untuk membangkitkan

perekonomian masyarakat dan

menggenjot pertumbuhan ekonomi

nasional, tentu harus didukung oleh

semua pihak. Dukungan Bank BPD

DIY tentu akan berdampak besar

terhadap kebangkitan UMKM di

DIY dan kebangkitan ekonomi DIY.

Selamat HUT ke-59 Bank BPD

DIY. Merdekakan Transaksimu,

Bangkitkan Usahamu. Bersama

Bangkitkan Jogja.  ❑

Suap Politik Jelang Pilkada
MENJELANG hari ‘H’ pilkada,

fenomena suap politik (money politic)

mengalami peningkatan. Ini ditandai

dengan maraknya postingan seputar

sogokan politik di medsos dan juga

berita media masa di berbagai daerah

yang sedang melaksanakan pilkada.

Beberapa foto dan video yang diduga

sebagai bentuk suap politik diunggah

ke medsos. Beragam komentar netizen

muncul, mulai yang nyinyir, acuh tak

acuh, sampai yang defensif dan men-

justifikasi sebagai bentuk kebaikan

hati.

Suap politik merupakan cara

kuno dalam mempengaruhi pemi-

lih untuk memenangkan kompetisi

politik dengan imbalan sejumlah

uang. Sementara cara lazim di era

modern adalah dengan adu rasio-

nalitas, track record, gagasan, pro-

gram dan kebijakan yang akan di-

laksanakan kalau kelak terpilih.

Ruang Barter

Suap politik ditengarai sebagai

salah satu sebab dari politik

berbiaya mahal dan berpotensi

menimbulkan perilaku koruptif

tatkala terpilih di kemudian hari.

Mulai dari manipulasi anggaran

sampai dengan suap jabatan.

Namun berbagai upaya masif yang

dilakukan oleh KPU, Bawaslu,

KPK dan juga dari masyarakat si-

pil seperti tidak cukup taji untuk

menghentikan ‘kelaziman’ praktik

suap politik menjelang coblosan ini

Politik adalah seni barter kepenting-

an dan imbalan (who gets what, when

and how). Siapa yang jago memprak-

tikkan logika ini dengan baik, dia

berpeluang besar untuk jadi pemenang

kompetisi. Tidak hanya dalam urusan

politik, prinsip ini juga sering dijumpai

dalam kompetisi bisnis dan transaksi

jual beli lainnya.

Dalam konteks pilkada, paslon

berkepentingan untuk menjadi juara

kompetisi dan terpilih sebagai kepala

daerah. Sementara pemilih, baik itu

dari unsur petani, nelayan, buruh,

kelompok perempuan, disabilitas, mile-

nial, pengusaha dan lainnya, berke-

pentingan agar kebijakan yang diambil

nantinya lebih pro kepada mereka se-

bagai rakyat. Ruang barter kepenting-

an sebenarnya sudah difasilitasi UU

Pilkada dengan adanya visi misi dan

program yang harus disampaikan

kepada masyarakat. Yang  dapat dita-

gih dan dimintai pertanggungjawaban-

nya kelak kalau terpilih.

Merebaknya suap politik, baik yang

sembunyi atau terekam kamera, tidak

lepas dari adanya supply and demand

politik. Inisiator suap politik tidak se-

lalu dari paslon namun bisa juga dari

masyarakat. Problemnya kalau kedua

belah pihak, paslon dan pemilih sama-

sama bersikap oportunis dan tergiur

membuat simplifikasi bahwa imbalan

politik yang diberikan dalam bentuk

uang. Paslon tidak punya beban moral

dan tidak punya utang politik lagi

karena sudah dianggap beli putus dan

lunas di muka, ditransaksikan sebelum

hari ‘H’ tiba. Sebaliknya kalau paslon

tidak memberikan suap politik tetapi

menggunakan gagasan, program dan

kebijakan sebagai imbalan kepada pe-

milih maka masyarakat tanpa ragu-

ragu dapat menagihnya di kemudian

hari.

Mulai Sekarang

Wujud pemerintah daerah tidak le-

pas cerminan masyarakat sendiri.

Kalau masyarakat menginginkan pe-

merintahan yang bersih, bebas suap

dan tidak korupsi maka mulailah dari

sekarang sebelum masa coblosan.

Jangan pernah mau menerima

suap ataupun menggoda paslon

agar memberi sogokan politik.

Begitu suap politik diterima, ber-

arti masyarakat ikut andil besar

dalam menciptakan perilaku pe-

merintahan ke depan yang per-

misif dan koruptif .

Demokrasi tidak berhenti saat

coblosan saja. Namun setelah

paslon dilantik sebagai kepala dae-

rah sampai akhir periode jabatan,

masyarakat tetap diminta untuk

berpartisipasi melakukan peng-

awasan. Jika masyarakat sudah

diberi suap politik, maka ruang

untuk bersuara melakukan peng-

awasan maupun menagih utang

janji kampanye akan tertutup.

Maka  gunakan hak pilih di TPS

pada tanggal 9 Desember dengan

tidak menerima uang sogokan poli-

tik dari paslon manapun. ❑

*) Mohammad Johan Komara,

Peneliti Senior JaDI DIY, Alumni

Student Mobility Exchange Program at

Master of Public Administration Khon

Kaen University 2017

M Johan Komara
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